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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
2.1 Kajian Pustaka 
Pada bab ini akan di uraikan mengenai beberapa konsep yang mengacu 
pada judul yang diangkat dalam penelitian ini, selain beberapa konsep yang akan 
diuraikan dalam bab ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-
penelitian sebelumnya merupakan sebagai bahan pertimbangan maupun bahan 
yang akan mendukung dalam penulisan penelitian ini. Pada bab ini juga akan 
diuraikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian 
dilapangan yang sesuai judul yang diangkat dalam penelitian ini.  
2.1.1 Penelitian Terdahulu 
Sejauh pengetahuan penulis ada banyak karya yang mengungkap tentang 
pola kemitraan(partnershif) negara/pemerintah, swasta dan masyarakat dalam 
pengembangan potensi lokal  diantaranya seperti yang dilakukan oleh saudara:  
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
No Judul Penelitian Temuan Relevansi 
1. Kerja Sama Antara 
Pemerintah Daerah, 
Swasta dan 
Masyarakat Dalam 
Pengembangan 
Pariwisata. (Tesis) 
Muhammad chusnul 
khitam. Universitas 
Islam Lamongan. 
Tahun 2012 
Hasil dari penelitian ini 
Pemerintah daerah 
Kabupaten Lamongan 
dengan PT bunga 
wangsa sejati mampu 
menjadikan sebuah 
kawasan wisata yang 
dahulu minim akan 
sebuah fasilitas 
dijadikan sebuah 
kawasan wisata yang 
bertaraf internasional, 
perubahan 
pengembangan kawasan 
wisata ini menjadikan 
masyarakat disekitar 
penelitian yang 
digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif 
dengan pendekatan 
kualitatif, dengan 
lokasi penelitian di 
Kabupaten Lamongan. 
Sedangkan penelitian 
selanjutnya 
mengunakan jenis 
penelitian dan 
pendekatan yang 
sama, hanya lokasi 
penelitian yang 
berbeda. Lokasi 
penelitian ini akan 
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daerah tersebut mampu 
ikut bekerja sama dalam 
menjaga, maupun 
membangun kawasan 
itu. kerjasama yang baik 
akan menjadikan 
masyarakat, pemerintah 
daerah dan swasta akan 
mendapatkan hasil yang 
maksimal. 
Pembangunan-
pembangunan 
infrastruktur yang 
selama ini kurang 
mendapatkan perhatian 
dari pemerintah daerah 
mampu ditutupi oleh 
pihak swasta, hal seperti 
ini diharapkan bisa 
menjadikan sebuah 
kerjasama yang sinergi 
dan kooperatif. 
dilakukan di 
Kabupaten Sumbawa 
Barat. 
2. Penguatan 
Kerjasama Pola 
Kemitraan Antara 
Pemerintah Daerah, 
Swasta Dan 
Masyarakat Dalam 
Pengembangan 
Sektor Pariwisata Di 
Kabupaten 
Manokwari Provinsi 
Papua Barat. 
Edison Bebari, S.sos. 
Universitas Gadjah 
Mada, 2014 
Pemerintah akan 
menghadapi masyarakat 
yang semakin cerdas 
dan masyarakat yang 
banyak menuntut akan 
pelayanan publik yang 
baik. Didalam 
masyarakat heterogen, 
peran pemerintah akan 
semakin menyempit 
serta tidak lagi 
mendominasi dan 
monopoli tetapi lebih 
kepada memberdayakan 
peran serta  masyarakat 
terutama dalam 
mengerakkan sektor 
ekonomi. Peranan 
pemerintah daerah 
sebagai regulator, 
stabilisator dan 
fasilitator juga sangat 
diperlukan sebagai 
penguasa wilayah untuk 
menjembatani dan 
Penelitaian ini 
bertujuan untuk 
mendeskripsikan dan 
menganalisis kerja 
sama pola kemitraan 
antra pemda, swasta 
dan masyarakat 
dalam 
mengembangkan 
industri pariwisata 
dan memahami peran 
dari masing-masiang 
pelaku serta 
mengidentifikasi 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi pola 
kemitraan. 
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menyeimbangkan antara 
pelaku bisnis dan 
kepentingan masyarakat. 
Industri pariwisata 
sebagai salah satu mata 
rantai perekonomian 
dalam pengelolaannya 
tidaka akan terlepas dari 
ketiga aktor tersebut, 
namun dalam 
menjalankan perannya 
tidak akan terlepas dari 
kondisi sosial budaya 
didaerah.  
3. Pola kemitraan 
dalam 
pengembangan dan 
pengelolaan kawasan 
perkampungan 
budaya betawi. 
Laras Ayu Andini 
(1401011011200026) 
Obyek wisata 
perkampungan budaya 
betawi setu babakan 
merupakan salah satu 
kawasan wisata yang 
menerapkan kemitraan 
dalam 
pengembangannya. 
Perkampungan ini 
menampilkan suatu 
kawasan yang dihuni 
oleh komunitas untuk 
mempertahankan 
keaslian nilai-nilai, 
norma dan budaya serta 
membina  dan 
melindungi kelestarian 
budaya betawi secara 
terencana. 
Penelitian ini 
berupaya mengkaji 
bagaimana 
pengelolaan 
perkampungan  
budaya betawi 
dijalankan oleh 
berbagai aktor. 
 
2.1.2 Kemitraan (partnership) 
Ada beberapa pengertian berbeda tapi dengan maksud yang sama tentang 
kerjasama, beberapa diantaranya diungkapkan oleh Musselman dan Hughes 
(1964) “an association of two or more persons to carry on as co- owners of a 
bussines for profit” dan diterjemahkan oleh Alma (1993:56) Partnership adalah 
suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu 
usaha mencari keuntungan. Ada dua macam bentuk partnership yaitu Pertama 
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General partnership. Kedua, Limited partnership. Sedangkan pendapat menurut 
Madura (2001:36-37) mendefinisikan Kerjasama sebagai bisnis yang dimiliki oleh 
dua orang atau lebih secara bersama, membagi laba atau rugi daripada bisnisnya, 
mempunyai tangung jawab tak terbatas. Dalam kerjasama harus ada faktor 
kerjasama yang sangat penting, seperti kerjasama dalam hal penyediaan modal 
dan kerjasama individu dengan individu yang lain agar tercipta tujuan yang 
diharapkan suatu organisasi. Kerjasama tersebut memerlukan waktu dan tahapan 
tertentu, agar kolaborasi ketiga pihak yang terlibat terjalin komunikasi. 
Kepentingan yang ada berjalan secara seimbang dan tidak ada satu kepentingan 
yang berada di atas kepentingan yang lain, semuanya harus berjalan sejajar 
sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan. Dalam pelaksanaannya, harus 
memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan partisipatif 
sehingga good governance dapat terwujud dalam kerjasama yang dijalankan.  
Fleksibilitas kerjasama menyebabkan ideal bagi kerjasama awal. Pertama, 
kerjasama tidak mengubah independensi organisasi yang menyeponsori. Kedua, 
kerjasama melibatkan resiko yang relatif rendah, karena kerjasama bisa terus 
berlangsung jika hanya selama partner mau. Ketiga, ketika organisasi 
bekerjasama, mereka belajar tentang satu sama lain. Mereka seharusnya 
memahami satu sama lain lebih baik, bias memprediksi tindakan satu sama lain, 
dan memperkuat kepercayaan satu sama lain  
2.1.3 Fungsi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan pariwisata 
Pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam suatu wilayah. Bila 
dikembangkan dengan baik maka akan menjadi suatu potensi yang dapat 
meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya peran atau 
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fungsi dari pemerintah dalam pengembangannya. Pengembangan pariwisata harus 
merupakan pengembangan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat 
diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, 
dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan 
pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari 
suatu negara. Fungsi atau peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata 
secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk 
fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur 
pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain 
maupun ke luar negeri
1
.  
Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan 
peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. 
Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang 
dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah 
merupakan panduan bagi stakeholder yang lain di dalam memainkan peran 
masing-masing. 
Pengembangan daerah pariwisata secara tidak langsung akan 
menimbulkan perubahan-perubahan sosial di kalangan masyarakat setempat. 
Untuk itu perlu adanya perencanaan yang mencakup aspek sosial untuk mencegah 
perubahan kearah yang negatif. Dua hal yang perlu dilakukan oleh pihak 
pemerintah dan perencana yaitu yang pertama adalah melakukan penelitian 
dampak sosial yang mungkin ditimbulkan untuk merancang beberapa usaha 
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pengembangan sehingga dampak positif bisa dimaksimalkan dan dampak 
negatifnya diperkecil. Yang kedua adalah sejauh mungkin mengikutsertakan 
masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengembangan. 
 Penduduk setempat harus mengetahui bahwa mereka mempunyai 
kepentingan terhadap keberhasilan daerah pariwisata yang bersangkutan. bahwa 
fungsi  pemerintah sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Pada intinya 
fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan berupa penyediaan infrastruktur 
maupun kenyamanan dan keamanan di tempat wisata supaya para wisatawan 
merasa nyaman sehingga dapat sering mengunjungi tempat wisata tersebut. 
Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke tempat wisata maka akan 
berdampak baik pada keuangan daerah yaitu dapat menambah pendapatan bagi 
daerah yang bersangkutan. 
2.1.4 Obyek Wisata 
Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 
yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek 
dan daya tarik wisata
2
. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu 
tempat/daerah/Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan 
menyebabkan wisatawan berkunjng ke suatu tempat/daerah/Negara disebut daya 
tarik dan atraksi wisata. Dalam Undang-Undang No.9 tahun 1990, obyek dan daya 
tarik wisata adalah segala yang menjadi sarana perjalanan wisata.  
Menurut Mappi (2001) Objek wisata dikelompokkan ke dalam tiga jenis, 
yaitu: 
                                                             
2 Pitana, I Gede, 2005.  Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: ANDI 
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a. Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, 
sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, 
pemandangan alam dan lain-lain. 
b. Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari 
(tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, 
upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan 
bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun 
(tradisional), tekstil lokals, pertunjukan (tradisional), adat istiadat 
lokal, museum dan lain lain. 
c. Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, 
permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), 
ketangkasa
3
. 
 
Pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan kondisi sosial dalam 
masyarakat yang terlibat didalamnya, juga berperan dalam perkembangan 
masyarakat dan berpengaruh terhadap hubungan antar kelompok masyarakat yang 
menyebabkan perubahan sosial. Pariwisata merupakan kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang yang sedang bersantai dan melakukan perjalanan  
Definisi pariwisata juga dirumuskan sebagai gabungan gejala dan 
hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah 
serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta 
pengunjung lainnya. Kedua definisi tersebut menghasilkan pemahaman bahwa 
pariwisata merupakan kegiatan interaksi yang terjadi antara wisatawan sebagai 
pendatang dengan masyarakat lokal di lokasi wisata sebagai tuan rumah.  
Jhon M. Bryden dalam Pitana (2005) menyatakan suatu penyelenggaraan 
kegiatan pariwisata dan objek wisata dapat memberikan setidaknya 5 butir 
dampak positif, yaitu: 
1. Penyumbang devisa Negara. 
2. Menyebarkan pembangunan. 
3. Menciptakan lapangan kerja. 
4. Wawasan masyarakat tentang bangsa-bangsa di dunia semakin 
luas. 
                                                             
3 Mappi, sammeng, Andi. 2001. Cakrawala Pariwisata. Jakarta: Balai Pustaka.Hlm 30-33. 
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5. Mendorong semakin meningkatnya pendidikan dan 
ketrampilan penduduk
4
. 
Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa 
hal, motivasi-motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 
besar sebagai berikut: 
1. Physical or physicological motivation : motivasi yang bersifat fisik 
atau fisiologis, antara lain untuk relaksasi kesehatan, kenyamanan, 
berpartisispasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. 
2. Cultural motivation : keinginan untuk mengetahui budaya, adat, 
tradisi dan kesenian daerah lain. Termasuk juga ketertarikan akan 
berbagai objek peninggalan budaya. 
3. Social or interpersonal motivation : motivasi yang bersifat sosial, 
seperti mengunjungi teman atau keluarga, menemani  mitra kerja, 
melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi (prestice), 
melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan dan 
seterusnya. 
4. Fantasy motivation : yaitu adanya motivasi bahwa di daerah lain 
seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang 
menjemukan dan yang memberikan kepuasan psikologis
5
. 
2.1.4 Wisata Bahari dan Ekowisata 
Pengertian pariwisata bahari atau tirta seperti yang diungkapkan oleh 
Pendit (2003), adalah jenis pariwisata ini dikaitkan dengan kegiatan olah raga air 
                                                             
4 Pitana, I Gede, 2005.  Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: ANDI 
5 Ibid. Hlm 59. 
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lebih-lebih di danau, bengawan, pantai, teluk atau lautan lepas sepertimemancing, 
berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompetisi selancar, 
mendayung dan sebagainya. Wisata bahari menurut Ardika (2000), adalah wisata 
dan lingkungan yang berdasarkan daya tarik bahari kawasan yang didominasi 
perairan dan kelautan. Sawono (2000), wisata bahari adalah kegiatan wisata yang 
memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah 
kegiatan wisata baik yang dilakukan di atas permukaan di wilayah laut yang tidak 
dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman 
jenis biota laut. Dalam perkembangan industri pariwisata berbagai problem 
timbul, salah satunya adalah terabaikannya lingkungan alam dan lingkungan 
sosial.  
Berangkat dari masalah tersebut, maka lahirlah konsep ecotourism atau 
ekowisata atau wisata ekologi yang menurut Lascurain dalam Pendit (1994), 
ecotourism adalah kegiatan berwisata dan mengunjungi kawasan alamiah yang 
relatif tak terganggu dengan niat betul-betul obyektif untuk melihat, 
mempelajarai, mengagumi wajah keindahan alam, flora, fauna, temasuk asfek-
asfek sosial budaya baik dimasa lampau maupun masa sekarang yang mungkin 
terdapat di kawasan tersebut. Ekowisata berarti pula melibatkan masyarakat 
setempat dalam proses hingga mereka dapat memperoleh keuntungan 
sosioekonomi, budaya dari proses yang dimaksud. Dalam hal ini ekowisata 
menciptakan dan memuaskan suatu keinginan akan alam tentang ekspolitasi 
potensi wisata untuk konservasi, pembangunan dan mencegah dampak negatifnya 
terhadap ekologi, kebudayaan dan keindahan. Yang dimaksud dengan ekowisata 
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adalah perjalanan yang bertanggung jawab kewilayah alami yang melindungi 
lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. 
2.2 KerangkaTeori   
Menurut teori struktural fungsional seperti yang dikemukakan Parsons 
bahwa masyarakat akan berada dalam kedaaan harmonis dan seimbang bila 
institusi/atau lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat dan negara mampu 
menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang 
dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada 
masyarakat itu sendiri. Dalam pengembangan suatu daerah tujuan wisata sangat 
diperlukan adanya partisipasi masyarakat.  
Untuk itu teori fungsionalisme struktural digunakan juga dalam penelitian 
ini. Prinsip-prinsip pokok struktur fungsionalisme menurut Sanderson (2000 : 23) 
adalah sebagai berikut; 
1. Masyarakat merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari 
bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dan 
setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-
bagian lainnya  
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut 
memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas 
masyarakat secara keseluruhan; karena itu, eksistensi satu bagian 
tertentu dari masyarakat dapat diperankan apabila fungsinya bagi 
masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasikan 
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3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan 
dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu, 
salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para 
anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang 
sama 
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium 
atau komeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung 
menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai stabilitas 
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam 
masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan itu pada umumnya 
akan mebawa pada konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan 
masyarakat secara keseluruhan. 
Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian 
yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian hubungan pengaruh 
mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal 
balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, 
namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah 
equilibrium yang bersifat dinamis. Secara fungsional masyarakat adalah sebuah 
mekanisme, karena masyarakat menjaga hidupnya dan memenuhi tujuannya 
dengan menetapkan kembali keseimbangan alamiah tertentu. 
Teori struktural fungsional Talcot Parsons dimulai dengan empat fungsi 
penting untuk semua sistim ”tindakan” yang disebut dengan skema AGIL. 
Melalui AGIL ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan 
sistem. Menurut Parson fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah 
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pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Menurut Parson agar dapat 
bertahan sebuah sistem harus terdiri dari 4 fungsi yaitu  
1. Adaptation (adaptasi). 
Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. 
Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 
menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 
2. Goal attainment (pencapaian tujuan). 
Sebuah sistem mendefinisikan dan men-capai tujuan utamanya. 
3. Integration (integrasi). 
Sebuah sistim harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang 
menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar 
hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). Masyarakat 
harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya 
supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. 
4. Latency (pemeliharaan pola) 
Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan 
memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural 
yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer & Douglas, 
2005, p.121) 
Menurut Parsons sebuah sistem sosial harus memiliki persyaratan-
persyaratan yaitu ; Pertama, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian 
rupa sehingga bisa ber-operasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem 
lainya. Kedua, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus 
mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. Ketiga, sistem sosial 
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harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. 
Keempat, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari 
anggotanya. Kelima, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang 
berpotensi menganggu. Ke-enam, bila konflik akan menimbulkan ke-kacauan 
maka itu harus dikendalikan. Ke-tujuh, untuk kelangsungan hidupnya, sistem 
sosial memerlukan bahasa. 
Kaitan teori ini dengan penelitian ini, sehubungan dengan keterlibatan 
masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Sumbawa 
Barat. Seperti dijelaskan diatas bahwa masyarakat merupakan suatu sistem. 
Dimana masyarakat dalam suatu kelompok memiliki fungsi dan peranan sesuai 
dengan strukturnya. Dalam sebuah pengelolaan pariwisata keterlibatan 
masyarakat sangat penting. Dimana keterlibatan dari mereka dimaksimalkan 
sesuai dengan fungsi dan perananya dari perencanaan. Sehingga dalam 
pengelolaan pariwisata suatu daerah dapat berjalan dengan baik. 
